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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 45 TAHUN 2021 

 

 

TENTANG  

 

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI  

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA BANJAR, 
 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, 

kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam 

dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan 
Administrator, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan 
Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) huruf a, 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, yang 

menyatakan dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, 
instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi 
jabatan; 

c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 

B/395/M.SM.03.00/2019 tanggal 11 November 2019 hal 
Keputusan Menteri PANRB Nomor 409 Tahun 2019 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan 
Instansi Daerah, perlu dilakukan penyusunan perumusan 
peraturan/keputusan Kepala Daerah tentang Standar 

Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan masing-
masing instansi Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Banjar tentang Standar Kompetensi 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar; 
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Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4244); 

2. Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran  
Negara   Republik  Indonesia  Nomor  6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  

6477); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

6264); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil  Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di 
Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 835); 

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar 
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi 
Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 

(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);. 
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Memperhatikan  : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor : B/395/M.SM.03.00/2019 tanggal 11 
November 2019 hal Keputusan Menteri PANRB Nomor 409 

Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan 
Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah. 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN 
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI 

PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BANJAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.  

2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan 
seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas   

jabatan. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

7. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang 
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai 

tugas dan/atau fungsi jabatan. 

8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan 
yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.  

9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan 
untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 

dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan 
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masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, 

perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi 
dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang 

Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, 
fungsi dan Jabatan. 

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN 

dalam suatu satuan organisasi. 

12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan 
tinggi pada Pemerintah Daerah Kota yang setara dengan 

jabatan struktural Eselon II. 

13. Jabatan Administrator adalah bagian dari jabatan administrasi 

yang setara dengan jabatan struktural eselon III. 

 

BAB II 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Standar Kompetensi Jabatan merupakan bagian dari Standar 
Kompetensi ASN sebagai persyaratan kompetensi minimal 
yang harus dimiliki oleh ASN dalam melaksanakan tugas  

jabatan. 

(2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri dari : 

a. Kornpetensi  Teknis; 

b. Kompetensi  Manajerial;  dan 

c. Kompetensi  Sosial   Kultural. 

(3) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diperuntukan bagi Kompetensi Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator. 

(4) Rincian Standar Kompetensi Jabatan bagi Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota. 

 

Bagian Kedua 

Kompetensi Teknis 

 

Pasal 3 

Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a, merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk 
mendukung kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan. 
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Bagian Ketiga 

Kompetensi Manajerial 

 

Pasal 4 

(1) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf b, bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 
adalah: 

a. integritas yaitu mampu menciptakan situasi kerja yang 
mendorong kepatuhan pada nilai, norma dan etika 
organisasi; 

b. kerja sama yaitu mampu membangun komitmen tim dan 
sinergi; 

c. komunikasi yaitu mampu mengemukakan pemikiran 
multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong 

keepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara 
keseluruhan; 

d. orientasi pada hasil, yaitu mampu mendorong unit kerja 

mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja 
sebelumnya; 

e. pelayanan publik, yaitu mampu memonitor mengevaluasi, 
memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu 

jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik dalam 
hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang 
transparan, objektif dan profesional; 

f. pengembangan diri dan orang lain, yaitu mampu 
menyusun program pengembangan jangka panjang dalam 

rangka mendorong manajemen pembelajaran;  

g. mengelola perubahan, yaitu mampu memimpin perubahan 

pada unit kerja; dan 

h. pengambilan keputusan, yaitu mampu menyelesaikan 
masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi 

dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan dan 
mitigasi resiko. 

(2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf b, bagi Jabatan Administrator adalah : 

a. integritas yaitu mampu memastikan, menanamkan 
keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak 
sesuai nilai, norma dan etika oranisasi dalam lingkup 

formal;  

b. Kerja sama yaitu efektif membangun tim kerja untuk 

peningkatan kinerja organisasi; 

c. komunikasi yaitu mampu berkomunikasi secara asertif, 

terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk 
menyampaikan informasi yang sensitif/rumit/kompleks; 

d. orientasi pada hasil, yaitu mampu menetapkan target kerja 

yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan 
teguran untuk mendorong kinerja; 

e. pelayanan publik, yaitu mampu memanfaatkan kekuatan 
kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di 

lingkup unit kerja; 
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f. pengembangan diri dan orang lain, yaitu mampu 

memberikan umpan balik dan mampu membimbing;  

g. mengelola perubahan, yaitu mampu membantu orang lain 

mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara 
tepat; dan 

h. pengambilan keputusan, yaitu mampu membandingkan 
berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan 

dalam implementasi. 

 

Bagian Keempat 

Kompetensi Sosial Kultural 

 

Pasal 5 

(1) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf c, bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
adalah sebagai perekat bangsa, yaitu mampu 
mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif 

untuk meningkatkan efektivitas organisasi. 

(2) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2ayat (2) huruf c, bagi Jabatan Administrator adalah 
sebagai perekat bangsa, yaitu mampu mempromosikan, 

mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. 

 

BAB V 

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN  

STANDAR KOMPETENSI 

 

Pasal 6 

Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2), menjadi acuan paling sedikit untuk: 

a. perencanaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan 

Administrator; 

b. pengadaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan 

Administrator; 

c. pengembangan karier Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan 

Jabatan Administrator; 

d. pengembangan kompetensi ASN; 

e. penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan 

Administrator; 

f. promosi dan/atau mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

dan Jabatan Administrator; 

g. uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan 

Administrator; 

h. sistem informasi manajemen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
dan Jabatan Administrator; dan 

i. kelompok rencana suksesi (talent pool) Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama dan Jabatan Administrator. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali 

Kota Banjar Nomor 72 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 
Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Banjar. 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 6 September 2021 

WALI KOTA BANJAR,  

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 6 September 2021  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

          ADE SETIANA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 45 

 


